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<b>Abstrak</b><br>

Semula pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyel esaian sengketa pilkada
berada pada kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian para pembuat undang-undang memasukkan pilkada
ke dalam rezim pemilu dan membentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah yang dalam Pasal 236C UU tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada
dialihkan dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Pada 19 Mei 2014 MK mengabulkan pengujian Pasal
236 C UU No. 12 Tahun 2008 terkait kewenangan MK memutus perselisihan hasil pilkada, sebab MK
menilal pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Dalam hukum Islam ketika terjadi
pemilihan kepala daerah yang kemudian menimbulkan perselisihan tentang siapa calon pemimpin yang sah
dan lebih berhak menerima baiat, maka harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti.
Untuk itu, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang siapa yang paling berwenang untuk mengadili
persoalan tersebut, apakah MA atau MK
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